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~ “pgar kesinambungan
pembangunan  terencana
dan sistematis, serta meny-
elesaikan isu masalah den-
gan memanfaatkan sumber
daya yang tersedia, tujuan
akhirnya peningkatan taraf
hidup masyarakat Kota
Pontianak,” ungkapnya me-

han dunia usaha, revitalisasi
industri serta pembangunan
yang rendah karbon.
Mulyadi menyebut hal
itu sesuai tema rencana
kerja pemerintah- pusat

katan Produktivitas untuk
Transformasi Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan’.
“Tema itu harus kita sin-
ergikan dengan rencana ker-
ja Pemerintah Kota (Pem-
kot) Pontianak dengan du-

serta mendukung kebijakan
pemerintah,” sebutnya.
Seperti diketahui, peny-
usunan anggaran di lingkun-
gan perangkat daerah men-
galami perubahan setelah
disahkannya  Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Per-
mendagri) Nomor 84 Tahun
2022 tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Ta-
hun 2023.

wakili Wali Kota Pontianak,

tahun 2023 yaitu ‘Pening-

kungan anggaran memadai.
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SOSIALISASI - Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Mulyadi
membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Penyusunan APBD 2023.

Edi Rusdi Kamtono, usai
membuka Sosialisasi Per-
mendagri No 84 Tahun 2022
di Hotel Grand Mahkota Ja-
lan Sidas, Kamis (27/10).

Di tahun 2023 fokus
pembangunan . diarahkan

kepada percepatan pengha- :
g o 3 o e T S
Halo | ® sekda pontianak

but.

“Apalagi dengan adanya
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubun-
gan Keuangan antar Pemer-
intah- Daerah yang cukup
banyak disebut dalam Per-
mendagri itu. Perubahan ini
juga harus diinformasikan,”
ucap dia.

Mulyadi lalu mengingat-
kan perangkat daerah untuk
tidak bermain-main® saat
proses penyusunan. Yang

paling penting menurutnya -

adalah memberikan manfaat
bagi masyarakat.

“Hati-hati bapak dan
ibu, jangan karena menge-
jar jabatan, mencari harta,
kita terjebak lalu menyesal
di akhir. Apalagi soal peny-
usunan anggaran ini sangat
rawan, kalau tidak dibaren-
gi komitmen dan integritas,
bisa berakhir buruk,” te-
gasnya.

PONTIANAK, SP - Sekre-
taris Daerah (Sekda) Kota
Pontianak Mulyadi men-
gatakan, pelaksanaan mana-
jemen anggaran daerah yang
baik menjadi indikasi ber-
hasilnya pelaksanaan pem-
bangunan daerah.

Untuk itu, Tim Anggaran

pusan kemiskinan ekstrim.
Beberapa arah pembangu-
nan juga menyasar pening-
katan kualitas sumber daya
pendidikan dan kesehatan,
penanggulangan pengang-
guran, mendorong pemuli-
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setiap tahun. Namun untuk
tahun ini terjadi keterlam-
batan pada terbitnya aturan.
“Salah satu tahapan
APBD yang diatur dalam
Permendagri tersebut
adalah penyusunan hingga
asistensi RKA SKPD TA
2023 yang telah Pemkot
Pontianak laksanakan di bu-
lan September;” imbuh dia.
Pelaksanaan  Asistensi
RKA SKPD dikatakan Amir,
sapaan akrabnya, sebelum
diterbitkan ~ Permendagri

‘dan masih’ mengacu pada
aturan serupa seperti Per-

aturan Pemerintah (PP) No
12 Tahun 2019, Permendagri
No 90 Tahun 2019, Per-
mendagri No 77 Tahun
2020 dan lain-lain. Hal itu
pihaknya lakukan agar tidak
mendapat sanksi akibat ter-
lambat.

_Sekda Pontianak Minta OPD
Taati Aturan Penyusunan APBD

Pemerintah Daerah (TAPD)
diharapkan bisa memasti-
kan penyusunan anggaran
berdasarkan keberman-
faatan dan selaras dengan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Ker-
ja Pemerintah (RKP).
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